
1. Ur.dang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

-Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Ncmor 76. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 

Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan. 

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerir.tahan Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintat:i. Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan retribusi 

daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten; 

Menimbang 

BUPAn BATU BARA, 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RETRIBUSI IZIN MENDIRll<.AN BANGUNAN 

TENT ANG 

NOMOR 9 TAHUN 2009 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA 

NOMOR 9 TAHUN 2009 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BATU BARA 

Jin. PERINTIS KEMERDEKMN NO. 164 TELP. (0622) - 96782 
LIMA PULUH - 21255 

PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA 
SEKRETARIAT DAERAH 



Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pembagian 
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

9. Peraturan Pemerir.tah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 !entang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 !entang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Neg:Jra Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republ:k 
Indonesia Nomor 3258); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 ter.tang Pembentukan 
Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera IJtara (Lembarar. 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republilc: Indonesia Nomor 4681); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3686); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahur. 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Norr.or 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomcr 33 Tahun 2004 \er.tang Perirnbangan 
Keuar.gan Antara ?emerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4438): 
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7. Sadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha 
Miiik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, 
persekutuan dan firma, kongsi, yayasan, organisasi sejenis, 
lembaga, dana pensiun, dan bentuk usaha lainnya. 

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara. 

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 
bidang retribusi sesuai dengan peraturan parundanq-undanqan 
yang berlaku. 

3. Bupati adalah Bupati Batu Bara. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah, untuk selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu 
Bara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

1. Oaerah adalah Kabupaten Batu Bara. 

Pasal 1 
Oalam Peraturan Oaerah ini yang dimaksud dengan ': 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan PERATU~N DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENOIRIKAN 
BANGUNAN. 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI BATU BARA 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN BATU BARA 

Pemerintah Dae rah Propinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737). 

Oengan Persetujuan Bersama 
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17. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan melakukan kegiatan untuk 

pembuatan bangunan baru, perubahan, pembongkaran, 

penghapusan atau perbaikan suatu bangunan dalam bentuk 

apapun. 

16. Bangunan tern pat usaha adalah bangunan yang digunakan untuk 

tempat melakukan kegiatan usaha. 

15. Bangunan Perrnanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi 

konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun. 

13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanah atau didekatkan 

atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap, sebahagian 

atau seluruhnya pada, diatas atau dibawah permukaan tanah dan 

atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan 

gedung. 

14. Bangunan Serr.i Perrnanen adalah bangunan yang ditinjau dari 

segi konstruksi dan urnur bangunan dinyatakan kurang antara 5 

tahun sampai dengan 15 tahun. 

12. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas 

pelayanan pemberian/penerbitan izin rr.endirikan bangunan oleh 

Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk 

yang menambah bangunan. 

11. lzin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah kepada oranq pribadi atau badan untuk 

mendirikan bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan dan 

bangunan sesuai dengan tata ruang yang bertaku. 

10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan 

tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada 

orang pribadi atau Sadan yang dimaksud untuk pembinaan, 

pengaturan. pengendalian dan pengawasan atas barang, 

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

9. Pejabat instansi teknis adalah pejabat dinas/instansi yang 

membidangi/berwenang dalam penanganan bangunan. 

membidangi/berwenang dalam penanganan bangunan. 

yang dinas/instansi adalah Teknis 8. Dinas/lnstansi 
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27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan 

jasa dari Pemerintah Daerah. _ 

28.Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi 

26. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-ur.dangan retribusi diwajibkan untuk 

rnelakukan pembayaran retribusi. terrnasuk pemungut atau 

pemotong retribusi tertentu. 

25. Retribusi Daerah selar[utnya disebut Retribusi adalah pemungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untu!<. kepentingan orang pribadi atau badan. 

• 
24. Garis Sempadan Teritis untuk selanjutnya disingkat (GST) adalah 

garis khayal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan ter1etak 

pada kedua sisi jalan sejajar dengan jalan yang tidak boleh 

dilampaui bangunan atau sejenisnya. 

23. Garis Sempadan Pagar untuk selanjutnya disingkat (GSP) adalah 

garis khayal yang ditetapkan oleh- Kepaia Daerah dan terletak 

pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh 

dilampaui oleh pagar atau tangga rumah . 

22. Daerah manfaat jalan untuk selanjutnya disingkat (Damaja) adalah 

meliputi badan jalan, 'saluran, tepi jalan dan ambang pengaman. 

21. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat 

dengan ciri-ciri petjalanar. jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah 

dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

20.Jalan Kolektor adalah jala_n yang melayani anqkutan 

pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang 

dan jumlah jalan masuk dibatasi. 

19. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan 

ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan 

jumlah jalan masuk dibatasi secara efis_ien. 

18. Jalan adalah semua jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas 

umum. 
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37.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 

selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang 

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang sefanjutnya 

disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan 

besamya jumlah retribusi daerah yang terutang. 

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukar: 

jumlah keleblhan pernbayaran retribusi karena jumlah kredit 

retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak 

seharusnya terutang. 

34. Surat Setoran Retribusi Dae rah yang selanjutnya disingkat SSRD 

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk 

melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang 

ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala 

Daerah. 

33. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besamya retribusi 

yang hart!'> dibayar oleh wajib retribusi, baik pokok retribusi, 

bunga, kekuranqan pembayaran retribusi. kelebihan pembayaran 

retribusi maupun sanksi administrasi. 

32. Nomor Pokok Wajib Retribusi Oaerah yang selanjutnya disingkat 

NPWRD adalah Nomor Pckok yang telah didaftar dan rnenjadi 

identitas setiap wajib retribusi. 

31. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh data dan atau inforrnasi serta penatausahaan yang 

dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD 

kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar. 

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi 

administrasi berupa bunga dan atau denda. 

untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang 

terutang menurut peraturan retribusi. 

29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besdrnya jumlah 

retribusi yang terutang. 
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(3) Klassifikasi bangunan menurut lokasi terdiri dari : 

a. bangunan di tepi jalan lokal; 

(2) Klassifikasi bangunan berdasarkan kondisi bangunan terdiri dari : 

a. semi permanent; 

b, permanent. 

(1) Klassifikasi bangunan gedung dibedakan berdasarl<an menurut 

kondisi bangunan, lokasi bangunan dan peruntukannya. 

Pasal2 

BABII 
KLASSIFIKASI BANGUNAN 

42. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidi!c: 

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik ur.tuk 

mencari serta mengumpu!kan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang 

terjadi serta menentukan tersangkanya. 

41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya 

dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

retribusi daerah berdasarl<an peraturan perundanq-undangan. 

40. Utang retribusi adalah sisa utang ret:ibusi atas nama wajib 

retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKS. atau SKRDKBT 

yang _belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang. 

39. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan 

pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian 

Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan 

melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan 

jumlah retribusi yang terutanq. 

menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah 

ditetapkan. 

38_Pembayaran Retribusi Daerah adalah besamya kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan 

STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas 

waktu yang telah ditentukan. 
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(1) Bupati berwenang: 
a. menerbitkan izin sepanjang persyaratan teknis dan administrasi 

sesuai dengan ketentuan yang bertaku: 
b. memberikan izin atau menentukan lain dari ketentuan 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan 
mempertimbangkan ketertiban umum, keserasian lingkungan, 
keselamatan dan keamanan jiwa manusia setelah mendengar 
pendapat para ahli/instansi teknis; 

c. menghentikan atau menyegel kegiatan yang dilakukan dalam 
bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan 
sesuai dengan perizinan, sampai dengan yang bertanggung 
jawab atas bangunan memenuhi persyaratan yang ditetapkan; 

Pasal4 

(2i Bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari : 
a. bangur.an permanent; 
b. bangunan semi permanent. 

BAB Ill 
KETENTUAN ADMINISTRASI 

Pasal3 
(1) Setiap bangunan gedung yang berada d! wilayah Daerah harus 

memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi : 
a. status hak atas tanah atau izin pemanfaatan dari pemegang 

hak atas tanah atau ; 
b. status penggunaan ruang di atas atau di bawah tanah, atau 

hak penggunaan ruang di alas atau di bawah air; 
c. status kepernilikan bangunar. gedung. 

(4) Klassifikasi bangunan menurut peruntukan terdiri dari : 
a. bangunan tempat tinggal; 
b. bangunan tempat usaha; 
c. bangunan tambahan; 
d. bangunan lain-lain berupa pembuatan pagar tembok, lantai 

jemuran, menara/tower. 

b. bangunan di tepi jalan kolektor: 
;;. bangunan di tepi jalan arteri. 

- 8 - 



(3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 

orang atau Sadan mengajukan pennohonan kepada Bupati. 

(2) Perizinan citerbitkan oleh Bupati de'lgan maksud untuk menjamin 

dan menjaga : 

a. kesehatan, keselamatan dan keamanan pemiiik dan a.tau 

bangunan gedung; 

b. ketertiban dan keselamatan masyarakat dan lingkungannya; 

c. keserasian dan keselarasan lingkungan; 

d. Kesesuaian dengan fungsi yang teiah ditetapkan sesuai 

dengan peruntukan lokasinya. 

BABIV 
KETENTUAN PERIZINAN 

Pasal5 
(1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan baru, 

perubahan, pembongkaran, penghapusan atau perbaikan harus 

mendapai izin dari Bupati. 

(2) Kepa:a Daerah atau petugas yang ditunjuk, berwenang memasuki 

halaman, pekarangan dan atau bangunan dalarn rangka melakukan 

pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan pernbanqunan atau 

pemanfaatan bangunan sesuai dengan fungsinya. 

d. memerintahkan untuk meJakukan perbaikan terhadap 

bangunan atau bagian bangunan-bangunan dan pekarangan 

atau r.ngkungan untuk pencegahan terhadap gangguan 

kesehatan dan atau keselamatan manusia/lingkungan, setelah 

mendengar pendapat para ahli/instansi teknis; 

e. memerintahkan, rnenyetujui atau menolak dilakukannya· 

pembangunan, perbaikan atau pembongkaran prasarana dan 

sarana Ungkungan oleh pemilik bangunan/tanah; 

f. dapat menetapkan kebijakan terhadap bangunan dan atau 

lingkungan khusus dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

Peraturan Daerah ir.i dengan mempertimbangkan keserasian 

lingkungan dan atau keselamatan masyarakat dan atau 

keamanan Negara setelah mender.gar pendapat para 

ahfi/instansi teknis. 
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(4) Surat permohonan menggunakan kertas segel atau materai 

secukupnya dengan melampirkan : 

a. satu stel rancangan yang jelas dan gambar bangunan, baik 

bangunan baru, perubahan atau perbaikan bangunan yang 

akan dikerjakan dan ditandatangani oleh pemohon atau 

pelaksana dalam rangkap 3 (tiga); 

b. perhitungan-perhitungan dalam kontruksi harus menggunakan 

standar yang berlaku antara lain Peraturan Muatan Indonesia, 

Peraturan Seton Indonesia, serta Peraturan Bangunan dan 

untuk Bangunan Tahan Gempa oleh perencana atau pemohon 

dalam rangkap 3 (tiga); 

c. khusus untuk bangunan di tepi jalan arteri atau kolektor, 

ketentuan dalam huruf "b" dan ·c· ayat ini dalam rangl<ap 4 

(em pat). 

(5) Pada rencana gambar yang dimaksud pada ayat (4) huruf "b" hams 

dicantumkan : 

a. untuk bangunan baru : 

1. gambar situasi termasuk batas-batas pekarangan tempat 

dimana bangunan dikerjakan; 

2. gambar Rencana Pondasi Bangunan yang menurut sifatr.ya 

harus memer1u!<an pondasi khusus, wajib dilampirkan hasil 

pemeriksaan tanah; 

3. gambar denah dari bangunan yang akan dikerjakan yang 

menggambarkan pembagian dan penggunaan dari tiap-tiap 

bagian; 

4. gambar-gamba.r dari bangunan yang penting (Gambar 

Defail); 

5. kerangka atap yang lengkap; 

6. gambar-gambar potongan dalam jumlah yang cukup untuk 

dapat dipertimbangkan mengenai konstruksi-konstruksi dan 

ukuran-ukuran dari konstruksi itu; 

7. gambar-gambar bangunan yang khusus, sumur-sumur 

drainase/saluran got dari lokasi tanah yang bersangkutan. 

b. untuk tambahan atau perubahan bangunan diperlukan juga 

rencana dan gambar-gambar yang sama akan tetapi hanya 

bagian bangunan yang diajukan permohonan lzin Mendirikan 

Bangunan diberi tanda tinta merah untuk membedakan. 
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(2) Atas pemberianizin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada 

pemegang izin diberikan tanda berupa plat nomor izin ban_gunan 

(peneng) untuk izin bangunan baru maupun tambahan. 

(1) izin diberikan setelah yang bersangkutan rnembayar lunas biaya 

sesuai dengan pen.mtukannya yang dicantuml<.an dalam surat izin. 

Pasal7 

(3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di!engkapi 1 (satu) 

gambar bangunan yang ditandatangani oleh Pejabat instansi teknis 

(2) Seteiah persyaratan dipenuhi oleh pemohon. izin dikeluarkan oleh 

Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari. 

(1) Apabila persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon 

masih kurang, maka Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 

7 (tujuh) hari sesudah perrnohonan diterima, memberitahukan 

kekurangannya kepada pemohon. 

Pasal6 

(9) Gambar yang telah memenuhi _persyaratan sebaqairr.ana dimal<.sud 

pada ayat (6) pasal ini disahkan o!eh Pejabat instansi teknis. 

(8) Pejabat instansi teknis dalam memberikan penjelasan yang diminta 

oleh pemohon atas perbaikan dan tambahan dari gambar dan 

pernitunqan yang telah diajukan. 

(7) Permohonan yang diajukan harus rnenyebutkan bahan-bahan yang 

dipergunakan untuk bagian konstruksi utama. 

(6) Gambar-gambar yang dimaksud dalam ayat (4) huruf "b" pasal ini 

harus dilengkapi dengan semua ukuran-ukuran dengan skala 

minimum sebagai berikut : 

a. Gambar Bangunan dengan skala 1 : 1 Cl'O; 
b. Gambar Denah, tampak dengan Potongan Skala 1 : 100; 
c. Gambar Detail kontruksi dengan skala 1 : 10 s/d 1 : 20; 
d. Gambar Situasi dengan skala 1 : 500 atau sesuai kebutuhan. 
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Pasal12 
Khusus untuk pembongkaran dan penghapusan kepada y'lng 
bersangkutan sebelum melaksanakan pembongkaran dan 
penghapusan wajib mengajukan izin rencana tersebut kepada Bupati. 

Pas.t1111 
(1) Apabila pemegang izin mengubah gambar bangur.an harus 

mengajukan permohonan kepada Bupati. 
(2) Tata cara. pengajuan dan syarat-syarat permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanju.t dengan Peraturan Bupati. 

(2) Surat izin yang telah diberikan berikut lampirar.-lampirannya harus 
senanllasa berada didekat pekerjaan. 

( 1) Peiaksanaan pekerjaan bangunan harus sesuai der.gan izin dan 
mentaati persyaratan yang ditetapkan. 

Pasal10 

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahui<.an 
kepada Pemegang lzin disertai dengan alasan pembataian. 

( 1) lzin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oieh Bupari 
a. apabila 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan izin pelaksanaan 

pekerjaan belum dimulai 
b. dalam 1 (satu) tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak 

melanjutkan pekerjaan. 

Pasal 9 

(2) Penolakan penerbitan izin harus disertai dengan alas an-alasan 
penolakan. 

c. dapat mengganggu, merusak ekosistem lingkungan hidup; 
d. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

umum; 

(1) Pennohonan izin dapat ditolak Bupati apabila: 
a. bertentangan dengan tata ruang; 
b. dapat mengganggu keselamatan, ketenteraman dan kepentingan 

Pasal8 
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b. Garis Sempadan Teritis untuk rumah ; 

1. Jalan Arteri Prirr.er, sepanjang 20 M dihitung dari as jalan; 

2. Jalan Arteri Sekunder, sepanjar,g 20 M dihitung dari as 

jalan; 

3. Jalan Kclektor Primer, sepanjang 15 M dihitung dari as 

jalan; 

4. Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 15 M dihitung dari as 

jalan; 

5. Jalan Lokal Primer, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan; 

6. Jalan. Lokal sekunder, sepanjang 15 M dihitung dari as 

jalan; 

(2) Jarak garis sempadan untuk jenis jalan-jalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut: 

a. Garis Sempadan Pagar untuk Rumah : 

1. Ja!an Arteri Primer, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan; 

2. Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 M dihitung dari as 

jalan; 

3. Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 M dihitung dari as 

jalan; 

4. Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 M dihitur.g da:i as 

jalan; 

5 Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 M dihitung aari as jalan: 

6. Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 4 M sampai denyan 5 M 

dihitOJng dari as jalan; 

BABV 
KETENTUAN GARIS SEMPADAN 

Pasal 13 

(1) Garis sempada Jalan yang ada terdiri dari 6 (enam) jenis jalan: 

a. Jalan Arteri Primer; 

b. Jalan Arteri Sekunder; 

c. Jalan Kolektor Primer; 

d. Jalan Kolektor Sekunder; 

e. Jalan Lokal Primer; 

f. Jalan Loka! Skunder. 

- 13 - 



f. Garis Sempadan Teritis untuk industri gedung: 

1. Jalan Arteri Primer, sepanjang 40 M dihitung dari as jalan; 

2. Jalar. Arteri Sekunder, sepanjang 40 M dihitung dari as 

jalan; 

e. Garis Sempadan Paqar untuk industri, gedung : 

1. Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan; 

2. Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 M dihitung dari as 

jalan: 

.3. Jalan Kolektor Primer, senanjanq 10 M dihitung dari · as 

jalan; 

4. Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 M dihitung dari as 

jalan; 

5. Jalan Lokal Primer. sepanjang 10 M dihitung dari as jalan; 

6. Jalan Lokal Sekunder, separ.jang 10 M dihitung dari as 

jalan. 

d. Garis Sempadan untuk perkantoran: 

1. Jalan Arteri Primer, sepanjang 25 M dihi:ung dari as: 

2. Jalan Arteri Sekunder. sepanjang 25 M dihitung Clari as 

jalan: 

3. Jalan Kolektor Primer, separ.jang 20 M dihitung dari as 

jalan; 

4. Jalan Kolektor Sekunder. sepanjang 20 M dihitung dari as 

jalan: 

5. Jalan Lokal Primer, sepanjang 20 M dihitung dari as jalan: 

6. .Jalan Lokal Sekunder. sepanjang 10 sarnpai dengan 20 M 

dihitung dari as jalan. 

c. Garis Sempadan Pagar untuk perkantoran, ruko ; 

1. Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M dihitung dari as jalan; 

2. Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 M dihitung dari as 

jalan; 

3. Jalan Kolektor Primer, sepanjang 15 M dihitung dari as 

jalan; 

4. Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 10 M dihitung dari as 

jalan; 

5. Jalan Lokal Primer. sepanjang 10 M dihitung dari as jalan; 

6. Jalan Lokal sekunder. sepanjang 8 sampai dengan 10 M 

dihitung dari as jalan: 
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Dengan nama Retribusi lzin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi 

atas pelayanan pemberian lzin Mendirikan Bangunan. 

BABVI 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK 

Pasal 15 

lzin mendirikan bangunan dikecua!ikan terhadap : 

a. perubahan atau perbaikan bangunan yang biaya pelaksanaan 

keseluruhan kurang dari sebesar Rp. i0.000.000,- (sepuluh [uta 

rupiah}: 

b. bangunan sementara dipergunakan untuk pameran. perayaan atau 

pertunjukan; 

c. memperbaiki pagar permanent yang dibuat dari kayu, besi atau 

tembok yang tingginya tidak lebih dari 0,25 (dua puluh lima 

perseratus) rr.eter dari permukaan tanah: 

d. perbaikan pondasl dalarn gedung. 

Pasal 14 

3. Jalan Kolektor Primer, sepanjang 30 M dihitung dari as 

jalan; 

4. Jalan Kolektor Sekunder, sepanjang 30 M dihitung dari as 

jalan;. 

5. Jalan Lokal Primer, sepanjang 30 M dihitung dari as jalan; 

6. Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 25 M dihitung dari as 

jalan. 

(3) Dalam lingkungan daerah bangunan tertutup, garis sempadan untuk 

pagar dan teritis menjadi satu, maka untuk sempadan ditetapkan 

sebagai berikut: 

a. Jalan Arteri Primer, sepanjang 15 M; 

b. Jalan Arteri Sekunder, sepanjang 15 M: 

c. Jalan Kolektor Primer, sepanjang 10 M: 

d. Jalan Kolektor Sekunder. sepanjang 10 M; 

e. Jalan Lokal Primer, sepanjang 10 M; 

f. Jalan Lokal Sekunder, sepanjang 10 M. 
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(2) Setiap pekerjaan bangunan yang memerlukan izin dikenakan biaya 
biaya yang terdiri : 

a. biaya izin bangunan baru; 

(1) setiap penerbitan lzin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi. 

BABX 

STRUKTUR DAN BESAR T ARIF RETRIBUSI 

Pasal 21 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan kepada 
kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya survey, biaya 
pernetaan, biaya pengukuran, biaya transportasi, biaya pengacekan 
dalam rangka pengawasan dan pengendalian. 

BABIX 

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI 

Pasal20 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan yang akan 
. didirikan, jenis/kiassifikasi jaian di lokasi bangunan serta harga dasar 
bangunan. 

BAB VIII 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

P.asaf 19 

Retribusi lzin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi 
Perizinan tertentu. 

BABVII 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 18 

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin 
Mendirikan Bangunan. 

Pasal17 

Obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas penerbitan lzin 
Mendirikan Bangunan. 

Pasal 16 
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b. biaya izin merubah bangunan; 
c. biaya izin pembongkaran; 
d. biaya izin penghapusan . 

Temp~t 
Us11h.2. 
(Toko 

dan 

Kanwr) 

T,mpat 
Ting-,al 

Jen:s 
Bangun; 

I 
I 
I J3sa 

I t(o,ner&j 

av 



(1) Bagi bangunan yang memiliki izin tetapi bangunan yang didirikan tidak 

sesuai dengan izin yang diberikan, maka pemohon/pemegang izin 

dikenakan sanksi tambahan berupa Retribusi Pengawasan Tambahan 

(RPT) dengan perincian sebagai berikut: 

BABXI 
KETENTUAN PENGAWASAN 

Pasal23 

Atas pemberian Plat Nomor izin t.angunan (peneng) sebagairnana 

dimaksud pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini. dikenakan Retribusi 

sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). 

Pasal22 
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2. Bangunan Sosial : F2 = 2 

1. Bangunan Rumah Tinggal : 

a). Rumah Kecil F2 = 1; 

b). Rumah Sedang F2 = 2 

c). Rumah Besar F2 = 3 

F1 = Koefisien Jenis Kelonggaran 

F2 = Koefisien Jenis Bangunan 

F " F1 x F2 

Catatan : F = Koefisien Pernanfaatan labih 

e. Bangunan berdiri labih dahulu sebelum memperoleh lzin 

Mendirikan B.angunan (!MB) dikenakan Retribusi Pengawasan 

Bangunan (R.PB). 

RPS= RPP x 5% 

F "2 

RPT = RPP x (LP : LT) x F 

Luas Tanah 

d. Retribusi Pengawasan Tambahan (RFT) melampaui KDB 

(Koefisien Dasar Bangunan). 

RPT = RPP x {Luas Pelanggaran) x F 

RPT = RPP x (Luas Petanggaran) x F 

RPT ;; RPP x (LP : LT) x F 

F1 = 1 

c. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) melanggar Sempadan 

Bangunan. 

F2" 2 

a. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP); 

RPP = Luas Bangunan x Tarif Retribusi x Koefisien (I) M2 

bangunan 

b. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) tanpa IMB, fisik 

bangunan telah dikerjakan pada saat pengajuan. 

RPT = RPP x Prosentase Fisik Bangunan x F 
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(1) Halaman bangunan harus dapat memenuhi persyaratan keindahan, 

kesehatan dan keamanan sedang pengurangannya dengan 

memakai bahan yang tidak mengganggu kesehatan. 

BABXII 

PERSYARATAN TEKNIK 
Pasal26 

(2) Bahan-bahan dan alat-alat dirr.aksud ayat (1) pasal ini, tidak boleh 

diperqunakan dilain ternpat untuk keperluan yang sarna. 

(1) Pejabat instansi teknis dapat memberikan petunjuk kepada 

pemegang izin untuk menyingkirkan bahan-bahan atau alat-alat 

yang ku,ang yang baii< dapat menimbu!kan bahaya terhadap 

bangunan maupun orang lain. 

Pasal 25 

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan. suatu bangunan dapat 

menimbulkan bahaya, maka pelaksanaan pembangunan dihentikan 

sernentara dan dapat dilanjutkan setelah memenuhi ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

(2) Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) huruf -b" Pasal ini dilakukan 

denqan mengingat ketentuan-ketentuan dalam at,uran umum tentang 

pelaksanaan pekerjaan bancunan. 

(1).Pejabat instansi teknis karena jabatannya bertugas: 

a. meneliti semua permohonan yang dimaksud pasal 9 Peraturan 

Oaerah ini; 

b. memeriksa dan apabila perlu mengambil contoh dari bahan 

bahan atau alat-alat yang dipergunakan dalam pembangunan 

yang tercantum da'arn izin bangunan; 

c. mengawasi ketentuan-ketentuan dari Keputusan lzin Mendirikan 

Bangunan agar ditaati. 

Pasal24 

3. Bangunan Tempat usana : F2 = 6 
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(3) Pintu-pintu dan jendela bangunan untuk pertemuan umum harus 
mudah dibuka. 

(4) Banqunan dari kayu, bambu atau bahan bangunan yang mudah 
terbakar harus berjarak pafing sedikit 5 cm anatara bangunan yang 
satu .dengan bangunan lain: 

(2) Semua b.angunan dari kayu jaraknya paling sedikit sejauh 5 (Hrna) 

meter dari cerobong asap. 

(1) Cerobong asap harus dibuat dari batu merah. beton atau bahan 
banan laln yang tidak mudah terbakar. 

Pasal29 

Terhadap pei<erjaan kayu, besi dan beton bertulang harus memenuhi 
syarat-syarat tehnik yang diatur dalarn Peraturan Umum tentang 
pelaksanaan bangunan yang terdapat pada PKKI, PBBI, PSI yang 
berlaku di Indonesia. 

Pasal28 

Bagi pekerjaan pemasangan batu rnerah atau dengan bahan lain untuk 
dinding luar maupun dalam, tebal minimum 0,5 (lima perseratus) batu 
atau !<urang lebih 15 cm dan harus diberi pilar atau beton kolom dengan 
jarak maksimum 4cm. 

Pasal27 

(4) Pondasi dari tiap-tiap bangunan dipisahkan dari dinding dengan 
trassram dan di bawah lantai masing-masing paling sedikit 20 cm 
(dua puluh sentimeter). 

(3) Apabila peda waktu pelaksanaan pekerjaan temyata pekerjaan 
pondasi kurang memenuhi syarat-syarat dimaksud ayat (1) pasal ini, 
maka Pejabat instansi teknis dapat memberikan petunjuk untuk 
membetulkannya. 

(2) Pondasi bangunan harus memenuhi syarat-syarat teknik yang 
ditentukan dalam aturan tentang pelaksanaan dan pekerjaan 
bangunan. 
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(2) Pemilik bangunan harus mengusahakan supaya saluran air sela!u 

dipelihara dengan baik. 

(3) Apabila ada saluran air masuk ke pekarangan orang lain dengan 

seiain pemilik pekarangan, maka saluran air tersebut harus diberi 

teralis atau saringan dan sebelum diberi teralis atau saringan dan 

sebelum diberi teralis harus dibuat sumur atau pengendapan (bak 

control). 

(1) Pemilik bangunan harus mernbuat saluran pembuangan air hujan 

atau air bangur,an keselokan yang ada dan apabila periu dengan 

memakai penutup. 

Pasal 31 

(6) Untuk pekerjaan instalasi listrik harus memperoleh persetujuan dari 

instansi terkait. 

(4) Bangunan induk dengan dinding pagar harus diberi jarak sesuai 

dengan petunjuk tehnik dengan mempertimbangkan_ segi tehnis atau 

hal-hal yang mempunyai kekhususan. 

(3) Apabila pemegang izin didalam mslaksanakan pokerjaan 

pembangunan, karena sesuatu hal harus menimbun bahan 

bangunan di Daerah Manfaat Jalan (Damaja) harus seizin Kepala 

Daerah. 

(1) Pemegang izin diwajibkan membuat jalan penghubung antara 

pekarangan dengan jalan umum. 

(2) Pembuatan jalan penghubung dimaksud ayat (1) pasal ini harus 

memenuhi persyaratan teknis. 

Pasal30 

(6) Pada bahan-bahan yang mudah terbakar pihak pemchon harus 

meneydiakan alat pemadam kebakaran dan disesuaikan kebutuhan 

atau petunjuk dari petugas yang berwenang. 

(5) Kepala instansi teknis da,pat menentukan pedoman bangunan 

mengenai pembuatan dapur cerobong, saluran asap yang 

dipergunakan untuk perusahaan. 

- 22 - 



Apabila terjadi kecelakaan pada waktu melaksanakan pekerjaan 

bangunan, pemegang lzin Mendirikan Bangunan harus 

memberitahukan kepada Pejabat instansi teknis untuk diadakan 

pemeriksaan. 

Pasal34 

(3) Apabila perni!ik akan memperbaiki, maka yang bersangkutan harus 

merninta izin sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini. 

(2) Apabila peringatan tertutis dengan oatas wakti sudah habis belum 

diperbaiki atau dibongkar, rnaka Kepala Daerah dapat 

memcrir.tahkan Pejabat instansi teknis ur.tuk membongkar 

bangunan tersebut alas biaya pernilik sendiri. 

(1) Oengan diberikan peringatan tertulis dalam batas waktu tertentu 

oleh Kepala Daerah, pemilik bangunan harus segera memperbaiki 

atau membongkar, apabiia bangumm itu dipandang berbahaya dan 

akan rubuh. 

Pasal 33 

(5) Saluran ciari kakus/wc ke septictank dan surnur resapan harus 

tertutup. 

(4) Jarak antara surr.ur resapan dengan surnur biasa sedikitnya 7 

(tujuh) meter. 

(3) Tutup septictank harus rapat dan diberi pipa cukup panjang untuk 

hawa. 

(2) Sumur resapan harus dibuat sesuai dengan petunjuk Pejabat 

instansi teknis. 

(1) Semua bangunan yang diminta izin harus memiliki kakus/wc dengan 

dilengkapi septictank dan sumur resapan dari pasangan batu merah 

atau beton, bahan lain yang sudah distandarkan. 

Pasal32 

(4) P:milik bangunan harus mengusahakan supaya air hujan dari atap 

tidak jatuh ke pekarangan orang lain dan tidak merusak jalan umum. 
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(1) Apabila mendirikan bangunan tanpa dilenqkapi lzin Mendirikan 

Bangunan (IMB) atau menyalahgunakan lzin Mendirikan Bangunan 

BAB XVI 
SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal39 

Wilayah Retribusi lzin Men.dirikan Bangunan adalah wilayah Kabupaten 

Batu Bara 

BAB XV 
WILAYAHPEMUNGUTAN 

Pasal38 

(2) Pemberian kepada instansi pengelola diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

(1) Hasil penerirnaan retribusi sebagairnana dimaksud pada Pasal 37 

Peraturan Oaerah ini sebesar 5 % (lirna perseratus) diberikan 

kepada insbnsi pengelola. 

Pasal37 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. 

(2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1) 

Peraturan Oaerah ini disetor secara bruto ke Kas Oaerah. 

BAB XIV 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal36 

(3) Dilarang membuat pagar/tembok tertutup dengan ketinggian lebih 

dari 1 Meter. 

(1) Dilarang melaksanakan pekerjaan bangunan sebelum 

memperoleh Surat lzin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati 

(2) Dilarang membangun diatas pondasi lama sebelum pondasi 

tersebut diperiksa oleh Pejabat instansi teknis. 

BAB XIII 
KETENTUANLARANGAN 

Pasal35 

- 24 - 



(2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan 
Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang 
menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar betambah, harus 
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanagal 
diterbitkannya Surat tersebut diatas. 

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pernbayaran dan 
penyetornn Retribusi yang tcrhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari 
setelah saat terhutang. 

Pasal41 

BABXVll 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Selain sanksi administrasi sebagaimana pasal 40 kepada pemilik dan 
atau pengguna bangunan tanpa dilenqkapi izin Mer:dirikan Banguna 
(IMB) atau menyalahgunakan lzin .Mendirikan Bc:.ngunan (IMB) dapat 
dikenai sanksi denoa sebesar 10% (sepuiuh persen) dari niiai bangunan 
yang sedang atau telah dibangun. 

?asal40 

(3) Tata cara pelaksanaan tindakan adrninistrasi akan diatur lebih lanj•.Jt 
oleh Bupati. 

(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa: 

a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan pembangunan; 
c. penghentian sementara atau tetap pekerjaaan pelaksanaan 

pembangunan; 
d. penqhentian sementara atau tetap pada pemanfaatan 

bangunan gedung; 
e. pembekuan izin: 
f. pencabutan izin; 
g. pembongkaran; 

(IMB), maka pemilik bangunan dikenakan sanksi pidana dan 
administrasi. 
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(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang bemak atas 
kelebihan pernbayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan 
pembayaran retribusi selanjutnya. 

(2) Atas dasar pe:mohonan sebaqairnana pada ayat (1) atas kelebihan 
pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu 
dengan hutang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga 
oleh Bupati 

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Bupati untuk perhitunqan pengernbalian keiebihan 
pembayaran retribusi. 

BAB XIX 
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN 

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 
Pasal43 

(2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa diiaksanakan berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(1) Retribusi yang ierhutang berdasarkan SKRD. SSRD, SKRDKB, 
SKRDKBT,STRD, Keputusan Pembetulan, Keputsan dan Putusan 
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi pada 
waktunya dapat ditagih denqan Surat Paksa. 

BAB XVIII 
TATA CARA PENAGIHAN 

Pasa142 

(4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan 
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

(3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi stelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada 
Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pernbayaran 
Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2%(dua persen) setiap 
bulan. 

- 26- 



(1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 

(tiga) tahur. terhitunq sejak Surat Temutanq Retribusi, kecuaii 

apabila Wajib Retribusi rnelakukan Tindak Pidana dibidang retribusi. 

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) 

pasat ini ditangguhkan apabila : 

a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau 

b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik 

langsung maupun tidak langsung. 

BAB XX 
KADALUARSA 

Pasal46 

(2) Atas perhitungan sebaga:mana dimaksud dalam Pasal 45, 

diterbitkan .bu!<ti pernindan bukuan yang berlaku juga sebagai oukti 

pembayaran. 

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan 

dengan rnenerbitxan Surat Perintah rnembayar kelebihar. retribusi. 

Pasal 45 

(3) Pengembaiian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan sete!ah 

lewat waktu 2 (dua) butan sejak diterbitkannya SKRDLB, E!upati 

memberikan imbalan 2 % (dua persen) sebulan atas ketertambatan 

pembayaran kelebihan retribusi. 

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dkembalikan kepada Wajib Retribusi paling !ambat 2 (dua) bulan 

sejak diterbitkan SKRDLB. 

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayarari 

retribusi. 

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa 

setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 44, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak 

Pasal44 
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1} pasal ini 
adalah; 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan 
atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang 
Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas; 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil terten:U dilingkungan Pemerintahan 
Daerah diberi wewenang knusus sebagai Per.yidik untuk melakukan 
penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimar.a 
dimaksud dalam Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BABXXIII 
PENYIDIKAN 

Pasal49 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud pada 
ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran. 

(1) Wajib retribusi yang tidak rnelaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurur.gan paling lama 
6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi 
terhitung. 

BABXXII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal48 

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi 
. daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) 
pasal ini. 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. 

BABXXI 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG 
RETRIBUSI YANG KADALUARSA 

Pasal47 
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b. rneneliti, rnencari dan rnengurnpulkan keterangan rnengenai 
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi 
Daerah; 

c. rnerninta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
Badan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokurnen-<lokurnen 
lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi 
Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk rnendapatkan bahan bukti 
pern'::>ukuan, pencatatan dan dokumen-dokurnen serta 
rnelakukan penyitaan terhadap bahan bukti; 

f. rneminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah; 

g. menyuruh berhenti, rnelarang seseorang rneninggall<an 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlar.gsung dan rnemeriksa identitas orang dan atau dokumen 
yar.g dibawa sebagaimana dirnaksud pada huruf "e"; 

h. mernotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana 
Retribusi Daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebaqai tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan !ain yang pertu untuk kelanc.aran 

penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut 
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada 
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undar.g-Undang Nomor 8 Tahun . 1981 tentang Kitab Undang 
Undang Hukum Ac.ara Pidana. 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 9 

Diundangkan di Lima Puluh 
pada tanggal 6 Mei 2009 
SEKRc"TARiS DAERAH KADUPATEN BATU BARA 

OK ARYA ZULKARNAIN 

ttd. 

Ditetapkan di Lima Puluh 
Pada :anggal 5 Mei 2009 
BUPATI BATU BARA 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintahkan 
pengur.dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn 
Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal51 

BABXXIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal50 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 
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